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ABSTRAKSI

Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang berwenang dalam
memeriksa dan memutus sengketa pajak berkewajiban untuk memberikan
keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak dalam
rangka pemungutan pajak.

Memberikan keadilan bukanlah hal yang mudah, begitu juga dengan
pemberian kepastian hukum sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan
pajak karena keadilan tanpa kepastian adalah sesuatu yang sia-sia dan
cenderung akan merugikan. Sebaliknya kepastian tanpa keadilan, akan
menimbulkan semakin banyak pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah para
wajib pajak.

Olet karena itu kepastian dan keadilan harus berjalan seiring, artinya
dengan adanya kepastian diharapkan akan tercapai juga keadilan. Keadilan
yang dimaksud adalah keadilan baik yang diatur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya.

Dengan demikian diharapkan dalam memeriksa dan memutus sengketa
pajak, hakim dalam putusannya harus bersikap proporsional dan objektif dengan
memperhatikan alasan-alasan dari kedua belah pihak tanpa berpihak pada salah
satu pihak yang sedang bersengketa.

. PENDAHULUAN.

Di berbagai negara, asas dasarkan pada undang-undang yang
keadilan merupakan salah satu asas seharusnya tidak jauh dari keadilan.
atau prinsip pemungutan pajak, Dalam perundang-undangan itulah
sehingga tidak mengherankan jika berbagai hak dan kewajiban kedua
kemudian di Amerika Serikat muncul belah pihak diatur.
ungkapan “Tax without representati
on is robberry” dan di Inggris muncul Berbagai hak dari wajib pajak
ungkapan “No taxation without yang dijamin oleh undang-undang
representation.”’ Ungkapan  ini perpajakan, salah satunya adalah
mengandung arti bahwa pe hak untuk memperoleh perlakuan
mungutan pajak harus selalu di pajak secara adil. Idealnya, undang-

undang perpajakan yang disusun
dengan benar dan diterapkan
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